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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarka uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses 

penerapan justice collaborator dalam hukum positif sebagaimana yg 

tercantum dalam “Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 

Korban” dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya: 

1. Saksi dan/atau korban yang terlibat, baik dengan inisiatif sendiri 

maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan 

permohonan resmi kepada LPSK; 

2. LPSK langsung pemeriksaan lanjutan kepada pemohon, apakah 

pemohon berhak atau tidak mendapatkan status sebagai justice 

collaborator; 

3. LPSK memberikan keputusan secara tertulis paling lama 7 hari 

semejak pemohon mengajukan permohonan perlindungan. 

 

2. Bahwa untuk mengetahui dasar Ratio Decidendi (pertimbangan) hakim 

dalam memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa yang 

memperoleh status Justice Coollaborator pada putusan Nomor 

798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL yaitu: 

a) Terdakwa merupakan sakai pelaku yang bekerja sama atau disebut 

sebagai Justice Collaborator 

b) Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan berlangsung 

c) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; 

d) Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki 

perbuatannya dikemudian hari. 

e) Keluarga korban yaitu keluarga dari Brigadir Joshua telah 

memaafkan terdakwa karena kujujurannya telah mengungkapkan 

kejadian yang sebenarnya. 
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B. Saran 

1. Penulis berpendapat bahwa seharusnya aturan mengenai justice 

collaborator harus diatur dalam undang-undang tersendiri, artinya 

harus ada Undang-Undang yang khusus membahas menegani justice 

collaborator. 

2. Penulis berpendapat bahwa DPR harus membuat ketentuan tambahan 

dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, yaitu 

menambahkan ketentuan seperti diaturnya batas minimal dan 

maksimal dalam pemberian keringanan penjatuhan hukuman pidana 

kepada terdakwa. Karena di dalam undang-undang tersebut belum 

mengatur mengenai batas minimal dan maksimal dalam memberikan 

keringanan pidana terhadap terdakwa justice collaborator. 
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